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TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ada waktu sekitar empat bulan untuk mencapai target pendapatan pajak daerah tahun 2024. Capaian target pendapatan daerah yang harus diperoleh dalam beberapa bulan ini yaitu 33 persen lagi. Jumlah pajak daerah yang harus dicapai hingga akhir tahun ini sekitar Rp 273 miliar.
Target pendapatan pajak daerah di Kota Pekanbaru tahun ini yaitu Rp 845 miliar. Catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, total jumlah pendapatan daerah saat ini Rp 572 miliar. Jumlah pendapatan daerah ini tercatat dari Januari hingga Agustus 2024 lalu.
"Kami optimis bisa mencapai target pajak daerah pada akhir tahun ini," terang Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan kepada Tribunpekanbaru.com. Menurutnya, saat ini target pendapatan pajak daerah yang sudah dicapai sekitar 67 persen. Ia menyebut bahwa sebagian besar target pendapatan daerah dari pajak daerah sudah tercapai. Alek menilai bahwa capaian ini adalah dampak positif dari program penghapusan denda pajak daerah di Kota Pekanbaru. Ada juga sejumlah stimulus yang ikut mendongkrak pendapatan dari pajak daerah. 
Dirinya menjelaskan bahwa empat sektor pajak mendominasi dari sebelas sektor pajak yang ada. Sektor tersebut yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2, BPHTB, Pajak Restoran hingga serta Pajak Penerangan Jalan. Capaian pajak daerah terbanyak yakni PBB P2 dengan jumlah Rp130 miliar lebih. Sedangkan tiga sektor pajak daerah lainnya berada di angka yang lebih dari seratus miliar rupiah. "Kondisi ini yang membuat kami optimis, target pajak daerah tercapai hingga akhir tahun nanti," paparnya.
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Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera akan dibayarkan, demikian diinformasikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Indra SE MM. Indra menyatakan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) Riau yang mengatur pembayaran THR ASN Pemprov Riau Tahun 2024 telah disiapkan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan anggaran sebesar Rp170 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah setempat. 
Mengenai anggaran dana untuk pembayaran THR, Indra menegaskan bahwa tidak ada masalah. Akan tetapi, pembayaran THR pada masing-masing daerah di Riau akan berbeda. Hal tersebut tergantung pada usulan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau.
Indra menyatakan bahwa THR ASN dijadwalkan akan mulai dicairkan pada tanggal 1 April, sesuai dengan permintaan dari masing-masing OPD. Dia juga menjelaskan bahwa pembayaran THR ASN tahun ini mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 yang menetapkan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13. “Pembayaran THR akan dilakukan sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2024. THR akan dibayarkan penuh sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat,” tambahnya.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Ispan S Syahputra mengatakan, untuk pembayaran THR ASN dan PPPK Pemprov Riau tetap mengikuti aturan yang ada. "Untuk pembayaran THR ASN tidak ada masalah, anggaran tersedia dan siap dibayarkan. Total sebesar Rp170 miliar yang kita siapkan untuk pembayaran THR ASN Pemprov Riau," kata Ispan, Kamis (28/3/2024).
Ispan menjelaskan, anggaran sebesar itu untuk pembayaran THR seluruh ASN dan PPPK Pemprov Rau kurang lebih sebanyak 20.116 orang. Sedangkan mekanisme pembayaran tetap mengacu PP Nomor 14 Tahun 2024. "THR dibayarkan sesuai PP itu sebesar gaji pokok dan tunjangan serta tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 bulan," sebut Sekretaris BPKAD Provinsi Riau ini.
Ispan menyebut, saat ini OPD di lingkungan Pemprov Riau masih memproses penyiapan dokumen pengajuan pembayaran THR di perangkat daerah masing. "Kemungkinan awal bulan April dokumen surat permintaan pembayaran THR di masing-masing OPD sudah diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD)," katanya.
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Catatan:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Dengan kata lain, peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah. 
Salah satu sumber PAD adalah Pajak Daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak yang dikelolanya pun berbeda seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:
	Pajak Daerah yang Dipungut Pemerintah Provinsi
	Pajak Daerah yang Dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota

	a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  (BBNKB) 
c. Pajak Alat Berat (PAB) 
d. Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 
e. Pajak Air Permukaan (PAP) 
f. Pajak Rokok
g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
	a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
c.  Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
d.  Pajak Reklame
e. Pajak Air Tanah 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
g. Pajak Sarang Burung Walet 
h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 



Pemerintah daerah memiliki hak untuk menarik pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya maka akan dianggap sebagai utang pajak. Untuk ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak daerah, maka diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pajak terutang yang dibayarkan melewati batas waktu pembayaran.





 
	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.



Disclaimer:
Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.
 Aparatur Negara terdiri atas:
PNS dan Calon PNS;
PPPK;
Prajurit TNI;
Anggota Polri; dan
Pejabat Negara
THR dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri dalam hal sedang cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
THR dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. THR dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas gaji poko, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Bagi guru dan dosen apabila tidak menerima tunjangan kinerja daerah atau tambahan penghasilan maka dapat diberikan tunjangan profesi guru atau dosen atau tunjangan kehormatan dimana dapat diberikan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
Pemberian THR dan gaji ketiga belas Tahun 2024 ini adalah upaya pemerintah untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, di antaranya melalui pembelanjaan aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, diinformasikan bahwa THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya sedangkan untuk gaji ketiga belas paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
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